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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

AparaturNegaradanReformasiBirokrasiRepublik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk
pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayalunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Repubiit< Indonlsia Nomor 20 Tahun 2013

L"i""g Perubahaan Lampiran Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomoi ZS Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

perlu mengatur Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerintah

organisasi irerangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota

Langsa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a di *[u.", perlu menetapkan dalam suatu

Peraturan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengg.ru.ri Negara Yang Bersih d3' Bebas dari

rcLrupsi, 
"Iiolusi, dan frepotisme (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahunlgggNomorTs,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Un?ang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO 1 tentang
pembentukan frota Langsa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

Un?ang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

N;;;t" Republik Indonesia Nomor 4437\ sebagaimana telah

diubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia .#

2.

3.



IndonesiaTahun2OAsNomor59,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48a4[

4. Ur?.rrg-Utdang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan Lembaran

Negara RePublik Nomor 4438);

5. Urr?"rrg-U.tdang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintaf,an Xcen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oo6Nomor62TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor a633);

6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan ieraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara n"pr[fif. Indonesia Tatr-un 2}tl Nomor 82'

Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a|;
T.Undang.UndangNomor5tahun2o1l4tentangAparatur

SipilNegara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2Ot4 No*or' O, t"*U.fr.i. Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a\
S.PeraturanPemerintahNomorSsTahun2005tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran. Negara Republik

IndonesiaTahun2oo5Nomorl40,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarlll
pemerintahan Daerah (Lemdaran N_egara Republik

IndonesiaTahun2OOSNomor165,Tambahanl'embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

lo.PeraturanPemerintahNomorSTahun2006tentang
PelaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah
(Lembaran N"g"i Tahurr 2A06 Nomor 25' Tambahan

Lembaran Negia Republik Indoensia Nomor a6lal;
11. peraturan Peirerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

CaraPengendaliandanEvaluasiPelaksaanRencana
Pembangunan(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a6631;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan , Tata' Cara Penyusunan' Pengendalian d*l
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

- 
Daerah

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2ooSNomor
) l, Tambaharilembaian Negara Republik Indonesia Nomor

a8t7);
13.InstruksiPresidenRepubliklndonesiaNomorTTahun1999

tentangAkuntabilitasKinerjalnstansi.Pemerintah;
14. peraturan Menteri Pendaylgunaan Apar-atur Negara dan

Reformasi nirof.r"si Repu-blik lndonesia Nomot 25 Tahun

2AL2 t "t .g p.t"":rf. i'elaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja rns;nsi plmerintah sebagaimana telah diubah

denganp",u"t.,'u.nMenteriPendayaguflaallAparaturNegala
danReformasiBirokrasinepuutit<IndonesiaNomor2a
Tahun2oL3tentangPerubahanLampiranPeraturan
MenteriPendayagunaanAparaturNegaradanReformasi
Birokrasi Nomoi 25 Tahun 2AL2 tentang Petunjuk

PelaksaanEvaluasiAkuntabilitasKinerjalnstansi
Pemerintah:

15. Keputusan {.



Menetapkan :

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
- 

KEP/ 135/M.PAN lg l2OO4 tentang Pedoman Umum

Evaluasi t ipori Akuntabilitai Kinerja Instansi

Pemerintah;
l.6.QanunKotaLangsaNomor3Tahun2o0stentangSusunan

drganisasi dal Tata Kerja sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa

(LembaranDaerahKotaLangsaTahun-2OO8Nomor3);
17. Qanun Kota Langsa Nomor 4 tahun 2oo8 tentang Susunan- 

6r€""isasi aan iata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah

danKecamatanKotaLangsa(LembaranDaerahKota
Langsa Tahun 2008 Nomor?), sebagaiT*" telah diubah

den[an Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
perubahan Atas Qanun *ota Langsa Nomor 4 Tahun 2008

tentang Srr"r""i Organisasi aan Tata Kerja Dinas'

Lembala Teknis paeratr dan Kecamatan Kota Langsa

(Lemba:ran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);

1g. ieraturan Walikota Lattg*u. Nomor 9 Tahun 2OOg tentang

Rincian t"g"" pokok Jun Fungsi Pejabat struktural di

Lingkungan'Badan-Badan pemerintah Kota Langsa (Berita

Daerah Kota Langsa Tahun 2OO9 Nomor 212)'

MEMUTUSKAN:

PEDOMANDANPETUNJUKPELAKSANAANEVALUASI
LAPORAN AKUNTABI LITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

ORGANISASIPERANGKATKOTADILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal 1

(1)PedomandanPetunjukPelaksanaanEvaluasiLaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah organisasi
perangkat Kota di iingkungan Pemerintah Kota Langsa

merufakan panduan dalam pelaksanaan evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah organisasi

PerangkatKotadiLingkunganPemerintahKotaLangsa.
(2) pedorian dan petunJuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah organisasi

Perangkat Kota di iingkungan Pemglntah Kota Langsa

sebagaimanadimaksudp"d,ayat(1)tercantumdalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 2

organinasi Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota

l,aigsa dalam ,i"ny,.r"rtt Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, wajib mengacu pada pedoman .-1"'
p"t"":"t Pelaksanaan Bvaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Organiiasi Perangkat Ko-t1 di

Lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang diatur dalam

Peraturan ini.

Pasal 3 {.



Pasal 3

Hal-halyangbelumcukupdiaturdalamperaturanini,
sepanjangmengenaiteknispelaksanaannya,akanditetapkan
dengan Keputusan Walikota Langsa'

Pasal 4

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pJngund"rrg"* p".*t it* ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Maret - 2014 M- 

3 Jumadil Awal 1435 H

Y- 
wALrKorA LANGSA, I

{ + USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal

Jumadil Awal 1435 H

SEKRET

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 457



PEDOMAN DAN
LAPORAN AKUNTABILITAS

PERANGKAT KOTA DI

c.

d.
e.

LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2AL4
TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT

KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LANGSA

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ORGANISASI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimanadiketahuibersamabahwagerakan-reformasiyangtelah
dilancarkan sejak tahun Lggl, saat ini masih terasa kuat getarannya dan

mencakup semua aspek dan sendi-sendi kehidupan bermasyaraka! d"l
bernegara. Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh

masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan

prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaanprosedur . birokrasi'
pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat'

Kesemuanya itu mengarah pada sistem pelayanan masyar{tt yang priml'
Namun di bidang p"iary"[rrnaan aparatur negara, sebagai ujung tombak

suksesnya rung"si' pelayanan masyarakat, masih dijumpai beberapa

permasalahan sebagai berikut:
a. kelembagaan 

"pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan

kepada irinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga

stiuktui organisasi kurang proporsional;
b. sistem m-anajemen kepegawaian belum mampu mendorong

peningkatan piofesionalitas, kompetensi, dan renumerasi yang adil

sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja sebagaimana y?"-g

diamanatkan d.alam Undang-undang tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian;
sistem dan prosed.ur kerja di lingkungan aparatur Negara belum

efisien, efektif, dan berperilaku hemat;
praktek KKN yang belum sepenuhnya teratasi;

i"i.y"rr.n plUfif. belum sesuai dengan tuntutan dan harapan

dan bud.aYa kerja dalam birokrasi
kerja, etos kerja, dan produktivitas

masyarakat; dan
f. terabaikannya nilai-nilai etika

sehi.ngga melemahkan disiPlin
kerja.

Atas dasar hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi pemerintah yang

*"LiU1.ifungsi merumuskan kebijakandan mengkoordinasikan penataan

kelembagarrr] k"t.talaksanaan SnM Aparatur, pengawasan' dan

akuntabilitas seluruh instansi pemerit tth, berkewajiban untuk.meneruskan

dan menyukseskan cita-cita reformasi yang saat ini sedang berlangsung'

d;, Aaplt melaksanakan kewajibannya tersebut, Kementerian PAN dan

Reformasi .f



Reformasi Birokrasi telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik

ii bidang kelembagaan. ketatalaksanaan SDM Aparatur maupun

pemantapan koordinasi sistem pengawasan dan akuntabilitas instansi

pemerintah' ,,, anonAo ne:.:tin' cnl,'m ref lr'ahan i'angsalah satu agenda pen*Jng dalam. reformasi pernenr

merupakan kewajiban dari Keminterian PAN dan Reformasi Birokrasi

adalah perbaikari sistern nnanajemen pemeintahan i'ang difokusk'an pada

p.*"gi.t"" akuntaciiitas dan peningkatan kiner;a penaerintah yang

dikenal sebagai sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (sistem

AKiP).
pacia tingkat organisasi Perangkat Daerah sistem AKIP <ii impiementasikan

secara "Se(f Asiesmen,,, oleh masing-masinq Organisasi Perangkat Daerah

(oPD) yang berarti oPD merencar.ak; *et diti, melaksanakan' mengukur'

dan memantau tcine4anya sendiri serta melaporkannya kepada pejabat yang

berwenang.
selanjutn3ra. dal.am rangka uni,uk lebih meningkatl-tan pelakear:'aan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan

t*rt*rrggrrrg 3"*"f,, pemerintah 
- 
telah menerbitkan Instruksi" Presiden

(inpres) Ficmcr 7 tahun \999 yang nnev"ajibkan setiap instansi

pemerintahan dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas

kinerjanya sebagai wujud pertanggungiawaban atas segala tugas dan

kewajiban yang ?i**^rr"tka., t"pfr1"f". Pertanggungiawaban ciimaksuci

selanjutnya aiiaportan kepada pemUeri lYg*" dan wewenang {amanat}

melalui suatu media yaitu i*pot*tt Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) wajib

cisusun pada u"ti*p akhir tahun 
-*rrgg.t"tt can dievaluasi oleh instansi

yang berwenang (ditunjuk untuk ta") Adapun fungsi LAKIP adalah

sebagai berikut:
i.) sarana/instrunaenpenting {vitai} untuk naelaksanakan reforraasi

dalam Penyelenggaraan tugas pemerrntahan, pembangunan, dan

pela"vanan masYarakat ;

Zj cari <ian sarana yang efektii untuk menciorong seiuruh aparatur

pemerint$ meningt<*It *tt disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip

Good. Gouernan""-du, fungsi-iungsi manajemen kinerja secara taat

asas (konsisten);
3) cara dan sarana Yang

pemerintah/unit kerja
sistematis dengan

efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
berdasarkan rencana kerja -Yang jelas dan

sasaran kinerja yang terukur secara

berkelanjutan;
4) untuk mengetahui Can mengulrur tingket k'eberhasilan atau

kegagalan iari setiap pimpinan - instansi/unit kerja {a]am
menjalankan misi, tugasljab*tltr, sehingga dapat dijadikan faktor

uiama daiam evaiuasi kebijakan, prograln kerja, struktul organisasi'

dan p"rr"irpu, alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap

instansi/unit kerja; dan
5) cara dan sarana untuk mendorong usaha penyel1apurnaan struktur

organisa"i, t Ui:"kan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan'

metode kerja. dan prosedur pelayanan masvarakat trerdasarkan

permasalahan nyata yang dihadapi dalarn pelaksanaan malajemen

pemerintahan secara berkelanjutan'

Pelaksanaan evaluasi ataskegiatan atau program suatu instansi/unit

kerja merupakan tugas para peja6at publik vang aiUe! *:Y:i*g :1t*
meiaksan"i.*rt evaiuasi. Evaiuasi s€Lma pendngnya oengan lungsl

*"rr4"*"rt lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau

pelaksanaan, pem"-tttt ratt {monitoring}, dan pengendalian'

Pembangunan 'f'



Pembangunan sistem dalam organisasi bertujuan untuk
menegakkan 

"prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka

*"r"ip"i tujuln. Pem-bagiat t g.", fungsi, serta peran perlu seelisien

mungkin.
Fungsievaluasimerupakanfungsiyangsangatpentinggunl

memberikan umpan balik tepada pimpinan setiap instansi/unit kerja untuk
perbaikan secara terus menerus dan- Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan

bvaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi
perangkat liota di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa ini disusun dengan

maksud untuk memberikan pedoman bagi para evaluator pada Inspektorat
Kota Langsa untuk melaksanakan tugasnya'

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi LAKIP
Dasar hukum yang melatar belakangi pelaksanaan Evaluasi atas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Undang-Undang Nomor bg f*hun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Birsih aan gebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
-N"g*r" 

Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Nelara Republik Indone_sia Tahun 2Ao4 Nomor L25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Nesara Republik Indonesia Nomor 4844l':'

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

antara pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Peer-rhlik Indonesia Tahun caa4 Nomor !D6, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik InConesia Ncrnor a438);

4. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
pembinaan dan pengav/asan atas Fenyelenggaraan Pernerin'r-ali.a-n Da'er-a-i:

(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2005 Non:or i65'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5" peratrrra.n pemerintah -Ncmoi I Tahun 2006 tentang Pelaporan

Kegangan dan Kineda trnstansi Pemerintah (Lembaratl Negara Repubiik
indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
r-n^-6^i^ N'l^6^- AA1 A\'
iiii*urrvuru !iur^rur rv^ rr'

6. instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun L999 tentang

Alc'rntabilitas Kine{ a I nstansi Pemerinr'ah ;

- -Lia,^*i*^.^ iii^-ro*i -ilo-.i^-"^mr!1r\,'!'!,! ril,lal.a!i:f i'igsafa dan RefCfmaSi
r ur u-ua *i.i. ^i-i-r^--l I r uraua-r u<q^ru(ur t ^:

Birokrasi Nomor 29 Tahun 20 10 tentang Pedoman Pen]rusunan

Penetapan Kinerja <ian Peiapor"an Ai<untabiiiias Kineqla instans:
Doaarialn-tt'i vr*f v* at r. r rt

8. Keputusan Menteri Pendayagunaall Aparatur Negara Nomor
gs tKLy lM.pANl fi l2aaL tentang organisasi dan Tata Keria Kantor

iufe*ier'i iiegara Feri'ia3'agi;iiaa* Aparatur iiegara - 
sebagaimai:a telah

diubah deigan Keputuian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara llc::rcr Y-lrP I 39 I I\'{-PAI'I/ 3 ! 2OO4 :
g. Keputusan Menteri Pend,ayagunaan Aparatur ilegara Nomor

KDP I 1r?s/Bt.PAN. I I I 2AO4 tentang Pedennan umum Etraluasi Laporan

Ai< untabiiitas i';ine{ a i nstan si Pemerinlah ;

10. KeputusanKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

ssb llxla lv liggg ten-tang Pedoman Penyusunan Peiaporan

Ai<uniabiiitas Kinerja instansi Pemerintah;
1 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

zss lrxl6l8l2oo3 .\



C.

23g llxl6ls l2oo3 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah;
12. Qanun Kota Lang# Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja 5"k "t ri.t Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kota iu.rrg"" (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2oo8 Nomor

3);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja bir,u", Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota

Langsa {Lemtaran Daerah Kota Langsa Tahun 2OO8 Nomo:. 4),

sebagaimana telah diubah dengan Qa:run -Kota 
Langsa Nomor 4 tahun

2OL3 tentang Perubahan Atas g*.t.r, Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2oo8

tentang Susirnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Letnbaga Teknis

Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun

2013 Nomor 4);
L4. Peraturan Waiifota Langsa Nomor 9 Tahun 2OA9 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi rejiUat Struktural di Lingkungan Badan-Badan

Pemerintah Kota 
-t *g** (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor

2t2]'.

Pengertian Evaluasi

Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian

nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan- PeTasalahan, serta pemberia'n

solusi atas masrt"f, y"tg ditemukin untuhtujuan peningkatan kinerja dan

akuntabilitas instansi/rinit kerja pemerintah. Evaluasi dapat dilakukan

melalui monitoring terhadap sistem yang ada'
Namun *a*f*"ny" evaluasi 

-tidak 
dapat dilakukan hanya dengan

menggunakan informaii yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada

padaTnstansi. Data dari luar instansi/unit kerja juga sanglt penting sebagai

tahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus bergantung

pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada'
Informasi v*g memadai dapat digunakan untuk mendukung

argumentasi *"rrg.ri*i perlunya neiUai5"1. Penggunaan data evaluasi

diirioritaskan pada kecepatan memperoleh- data dan kegunaannya' Dengan

demikian hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan

dapat segera dilakukan. Berbeda dengan Audit, evaluasi lebih

memfokuskan pada pengqmpulan data dan analisis untuk membangun

*rgr*..rtasi bagi perumusan saran/rekomendasiperbaikan' Sifat evaluasi

tefin persuasif, anatitik, dan memperhatikan kemungkinan peneraparlnya'

Maksud dan T\r.!uan Evaluasi LAKIP
pg\')"*--1 "'-

Penyusunan Petunjuk Peiaksanaan Evaiuasi Laporan Akuntabiiitas
Kinerja Instansi Pemeriirtah organisasi Perangkat {ota. di Lingkungan

Pemerintah Kota Langsa dimaksudkan untuk memberi panduan bagr

evaluator pada Inspektorat Kota Langsa yang berkaitan dengan :

1. pemahalnan mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkt-rp

evaluasi;
2. pemahafllan mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang

digunakan dalam evaluasi;
3. Penetap"" r""gr.ah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses

D.

evaluasi; dan
4. Penyusunan LaPoran

pelaporan hasil evaluasi
Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme

serta proses Pengolahan datanYa'

Sedangkan {.



Sedangkan tujuan evaluasi LAKIP terdiri atas tujuan secara umum

dan secara khusus.
a. secara Umum, tujuan pelaksanaan evaluasi LAKIP adalah untuk :

1) menilai p"rr"r*:p.r, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem Axlpy dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik

serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);

2l menilai p.likrrrraan program d.an kegiatan instansilunit kerja;

3i meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Kota;

4) menin[katkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;

dan
5) memberikan informasi kinerja organisasi'

b. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi LAKIP adalah untuk :

1) memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;

2i meniiai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;_ ****
3i memberikan saran perbiikan untuk peningkatan kineda dan

penguatan akuntabilitas instansi.

E, Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang Lingkup Evaluasi L,AKIP, terdiri atas :

1) Eva]ua"i- p.r"rapan kornponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang

meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,

Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja yaitu penc_apaian sasaran-

sasaran org*ii"**i yang dituangkan dalam berbagai dokumen
perencanaan dan Penganggaran;

2) bvaluasi penerapan **t 4"*"tt kinerja {sistem AKIP) yang meliprrti
p.*"r"p"r, kebijakan pen5rusunan dokumen penetapan kinerja dan

indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi; e"'-

3) Evaluasi atas p.rr".p"iu.r, 
'kinerja 

organisasi yang difokuskan pada

sumber lain y"rg -akurat dan relevan dengan kinerja instansi
pemerintah.

Fokus evaluasi dapat d.iarahkan sesuai tujuan evaluasi, yaitu :

1) evaluasi atas proses/penerapan Sistem AKIP;

2l evaluasi atas keluaran (outputl;
3i evaluasi atas hasil dan manfaat keluaran (outcomel; dan
4\ evaluasi atas damPak (imPactl.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu

didefinisikan kepentingan pifr"t-pifrak pengguna informasi hasil evaluasi.

Informasi yang ainasittan d.ari suatu evaluasi yang dapat diakses antara

lain mencakup :

1 ) informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan I perkembangan {proqre s sl ;

Zi informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya;
dan

3) informasi untuk meningkatkan elisiensi'

pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evah:asi

terhadap kebijakan, prograln atau kegiatan organisasi Perangkat Kota

adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya

yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena

adanya keterbatasan sumber daYa.

F. Sasaran.{.



F. Sasaran Evaluasi

Evaluaqidilaksanakan terhadap LAKIP Organisasi P_erangkat Kota di

Lingkungan ffimerintafr Kota Langsa yang meliputi Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRK, Dinas, Irmbaga Teknis Daerah Kecamatan yang

diharuskan menJrusun LAKIP oleh Pemerintah Kota Langsa dengan sasaran

meliputi:
1) Rencana Strategis (rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator

Sasaran);
2l RencanaKerj a Tahunan (Rumusan Kebij akan, Program, Targe t I Capaian

Kinerja dan Indikator Capaian Kinerja);
3) LAKIP yang meliPuti

Sistem PelaPoran (akurasi data,
kesinambungan); dan

konsistensi, relevansi, ketepatan, dan

kebijakan di masa
memuat strategi

- Isi LAKIP (perbandingan kinerja, bahan
mendatang, kelengkapan infor'masi serta
pemecahan masalah).

4) Pengukuran Pencapaian Kinerja (pencapaiart inputs, outputs, otttcomes'

benefits, dan imPactsl.

BAB II .4



BAB II

PERENCANAAN EVALUASI LAKIP

Kerangka Kerja

Dalam perencanaan evaluasi LAKIP, penentuan kerangka kerja (frame

work\ perlu diperhatikan oleh para evaluator sebagai tahapan-tahapan
kegiatan pelaksanaan evaluasi LAKIP. Tahapan-tahapan kegiatan tersebut

dip"ergunakan dalam upaya untuk meminimalisir berbagai kendala yang

*"n?ifradapi oleh para e'ialuator diantaranya waktu, dana,

orang/per"o.til yang berkompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi,

meto-de/teknik i""I digunakan serta fasilitas yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan evaluasi-

Kerangka Kerja Evaluasi LAKIP secara umum digambarkan sebagai

berikut :

PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI

PEMILIHAN

INSTRUMEN DAN

METODE DAN TEKNIK I I ALAT

PELAPORAN DAN PENGKOM UNIKASIAN

HASIL EVALUASI

n
12

n(,>

0

B. Desain .{.



B. Desain Evaluasi

Desain evaluasi merupakan kegiatanyang padaintinya mengidentifikasikan :

1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan
evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional liudgementl
dan interPretasi; dan

2. Jenis pemUandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis

evaluasi (evaluasl tetayatan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi

efektivitas) yang masing-masing memerlukan jenis pembandingan
yang berbeda "ihirrgg" 

memerlukan desain yang berbeda.

untuk menjrusun deskripsi,pertimbangan profesional, dan

interpretasi perlu dilakukar, 
- 
p"ib"daa1 -pembandingan'.. 

Deskripsi dan

pertimbarrg^., profesional digunakan 
- 
dalam evaluasi jika interpretasi

menjadi tilti* pada jenis evatuasi efektivitas dan evaluasi kelayakan.

PenJntuan jenis inforrnasi dan jenis pembandingan mempengaruhi
parameter pemilihan metode analisis dan pengumpulan data.

Karakteristik desain evaluasi dapat diketahui dengan mencermati

secara lebih teliti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban

yang dicari. Pertanyaan^evaluasi dapat dibagi ke dalam 3 (tiga)jenis, yaitu :

1. pertanyaan deskriptif {descriptiue questions) untuk menyediakan
informasi tentang keadaan atau kejadian ?

2. Pertany.ur, ,orri.tif (normatiue Etestions) dengan Memfokuskan pada

pemband.ingan antataapa yang seharusnya dengan apa yang ada- dan

antara hasif yang diobsirvasi dengan tingkat kinerja yang diharapkan?

3. pertany.* d.*f,ak ftubungan sebab-akibat)untuk membantu dalam

*"ng;gkapkan apakah keadaan atau kejadian yang diobservasi
dapat digunakan untuk operasi program ?

Dapat disimpulkan bahwa penetapan jenis-jenis 
. 
pertanyaan akan

menentukan jenis desain evaluasi yang diperoleh dari jawaban- jawaban

atas pertanyaan-pertanyaan deskriptif, normatif, dan dampak.
Berlandaskan p"a" jenis-jenis pertanyaan yang telah diuraikan,

elemen-elemen desain y".rg hr*s dipertimbangkan secara spesi{ik sebelum

pengumpulan informasi adalah :

1. Jenis informasi yang akan diperoleh;
2. Sumber informasi (misalnya tipe responden);
3. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji

random sampling);
4. Metode pengumpulan informasi (misalnya, wawancara

petik (misalnya

terstruktur dan
quesioner);

5. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
6. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program

(untuk pertanyaan tentang -ampak atau hubungan sebab-akibat); dan

7. Analisis perencanaan.

Kegiatan penJrusunan desain evaluasi harus memperhatikan
metodologi evaluasi dan teknik evaluasi :

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi LAKIP adalah metodologi

yang pragmatii kur.rr. disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang te$!
iit.I"pf."t, dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini
evalui.tor perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang

digunakan kepada pift* yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil

agar .fl



agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang

mlmberikan petunjuk untuk perbaikan penerapan Sistem AKIP dan

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.- 
b,o.luasi LAKIP adalah evaluasi terhadap berbagai informasi dalam

LAKIp yang dapat menggunakan metode kuantitatif maupun metode

kualitaiif, ierta data primlr maupun data sekunder sesuai dengan

kebutuhan.

Langkah-langkah evaluasi LAKIP dapat dikategorikan dalam 2 (dua)

bagian besar, yaitu :

a. Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP; dan
b. Evaluasi atas Lkuntabilitas kinerja instansi/unit kerja, melalui evaluasi

terhadap kebijakan, program, dan kegiatan instansi.

Metodologi apapun yang digunakan, evaluasi LAKIP tidak hanya

bermanfaat untuk' perbaikan evaluasi, tetapi lebih difokuskan pada

perbaikan terhadap kinerja dan akuntabilitas instansilunit kerja yang

dievaluasi. Evaluasi LeXip diharapkan dapat memperoleh berbagai umpan

balik untuk dimanfaatkan bagi perubahan kebijakan, program, d"l
kegiatan, serta tindakan, dan peruUlfran lain ke arah perbaikan. Evaluasi

m?l p diirarapkan dapat menj elaskan permasalahanSlan menyediakan solusi

v""g dapat ditatsanakan untuk memecahkan permasalahan kasus demi

kasus.

2. Teknik Evaluasi
Berbagai teknis evaluasiyangligunakan oleh evaluator tergantung

pada :

1. Tingkatan tataran (conte$ yang dievaluasi dan bidang (contentl

permasalahan Yang dievaluasi.
a. Evaluasi pld""tlrgkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada

tingkat Pelaksanaan Program.
b. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan'
c. Evaluasi terhadap bidang kegiatan yang satu akan berbedQ9"ng1n

evaluasi terhadap bidang lainnya misalnya penyuluhan akan

berbeda dengan produksi suatu produk makanan'
2. Validitas dan Gtersediaan data yang mungkin dapat diperoleh'

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan narnun yang terpenting

adalah aapit memenuhi tujuan evaluasi. Teknik- teknik tersebut

antara tain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei

yang rinci dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied

resiarchl, berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi

{target groupl, iretode statistik, metode statistik non parametrik,

fr.riU""iing"li {benchmarkingl, analisa lintas bagian (cross section
'anatgsisl, Jnalisa kronologis\itme series -anatgsisl, 

tabulasi, penyajian

p"rrgil*han data dengan gi"Iil7ilon/ simbol-simbol, dan sebagainya'

Pengorganisasian Evaluasi

Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum

pelaksanaanivaluasiygng bertujuanuntuk mempersiapkan segala sesuatu

y"rrg diperlukan aM"rri mela-kukan evaluasi. Dalam pengorganisasian

evaluasi Rt<untabilitas Kinerja Instansi pada tingkat Orga'nisasi Perangkat

Kota di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilakukan oleh Inspektorat Kota

Langsa yang "selanjutnya hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai

bahan .{.
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bahan informasi evaluasi oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi

Birokrasi atau instansi vertikal lainnya'
Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi

perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan

evaluasi.

1. Perencanaan Evaluasi
Perencanaan evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam

proses evaluasi karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi

sangat tergantung pada kegiatan perencanaan evaluasi' Di samping itu
perencanaan evJulsi memberikan kerangka kerja (frame warkl bagi

seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan

proses evaluLsi sebagaimana telah disebutkan di atas.

secara garis besar, terdapat beberapa hal penting dalam

merencanakan evaluasi, Yaitu:

a. Pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi;
b. pemititran pertanyaan evaluasi yang penting;
c. Pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan; dan

d. Sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan

evaluasi.

perencanaan evaluasi LAKIP dapat dikategorikan ke dalam

berbagai tingkatan evaluasi, yaitu :

a. Evaluasi Sederhana
Evaluasi sederhana (desk eualuationl yaitu evaluasi yang

dilakukan di kantor tanpa menguj.ilebenaran5[an pembuktian di
lapangan, reviu dan telaahan atis LAKIP (reviu dokumen Renstra

dan LAKIb. Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan

dan penyajian informasi dalam LAKIP dan evaluasi atas

pengungklpan dan penyajian informasi dalam LAKIP dan evaluasi

at"s r.6.gi.n subitansi materi yang dilaporkan dalam LAKIP,

diantaranya keselarasanantar komponen dalam perencanaan

strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah
yang direncanakan / diusulkan.

b. Evaluasi Terbatas
Evaluasi Terbatas dilakukan untuk mengetahui kemajuan

dalam penerapan Sistem AKIP atau untuk mengetahui akuntabilitas

kinerja instansi/unit kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian'

dan penilaian atas [i"Ltj" program tertentu. Evaluasi ini
menggunakan langkah-langkah 

- evaluasi sederhana ditambah
uerbagai konfirmasi dan pereliti"n, pengujian, dan penilaian terbatas
pada Program/ kegiatan tertentu'

c. bvaluasi Mendalam (In-depth eualuationl rrrr,r,.

Evaiuasi ini ""*" dengan evaluasi pada butir a dan b
ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa

hal yang dilalorkan daiam LAKIP. Walaupun evaluasi ini tidak
dilakuki terhadap seluruh elemen, unit kerja atau kebijakan,

program dan kegiatan instansilunit kerja, namun dari uji petik

isahplingl atau f,emilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam

LAKIp .i'.p"t aiiat<utan pengujian dan pernbuktian secara lebih

nrendalam.

Ditinjau dari pend.ekatan perencanaan, evaluasi LAKIP dapat

dikategorikan ke daiam :

a. Perencr,r"* {.



a. Perencanaan evaluasi LAKIP dengan pendekatan induktif
Pada pendekatan induktif, perencanaan evaluasi LAKIP suatu unit

kerja ditetapkan dari awal dengan merancang blok bangunan evaluasi

lAiilahg btock for eualuationl mulai dari bawah ke atas. Alat dan
ieknik y"rg digunakan meliputi : reviu program, reviu kebijakan, reviu
antar unit t<e4 u gr"", reuieu), penelaahan tentang suatu i"r, verifikasi,
konfirmasi daia, survei, penelitian, audit keuangan, audit kinerja dan
sebagainya. Perencanaan dengan pendekatan induktif ini lebih
difokuskan pada tujuan nasional dari evaluasi dan kemudian
ditentukan beberapa kegiatan pendukungnya.

Perencanaan Evaluasi LAKIP Dengan Pendekatan Deduktif
Pendekatan deduktif digunakan dalam perencanaarl jika sudah

dilakukan survei atau penelitian secara makro (dalam lingkup yang

luas), kemudian dari hasii survei ditentukan bagian yang paling lemah
atau bagian yang perlu didalami lebih lanjut dengan teknik evaluasi
atau "rdit a"n t"t nit lainnya. Pendekatan ini lebih terarah pada
beberapa hal yang secara tentatif dapat diperdalam dan secafa
potensial dapat- menghasilkan rekomendasi untuk instansi/unit kerja
yang bersangkutan.

Perencanaan Evaluasi LAKIP Dengan Pendekatan Penentuan Program
Prioritas

Pendekatan ini tidak mengln:ti atau dapat mengikuti cara
pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan ini dipakai jika sudah ada
permintaan dari pengguna (use{ yang membutuhkan informasi tentang
pelaksanaan suaiu program tertentu. Pendekatan ini biasanya dilakukan
d.ttg*t pendekatan manajemen proyeksi (project managementl yang

khusus atau untuk tujuan tertentu sehingga hampir semua
perencanaan evaluasi maupun pelaksanaannya terpisah dari kegiatan
rr-rtin evaluasi LAKIP yang reguler.

Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu :

a. Pengumpulan, analisis, dan interprestasi data- 
Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah

p..tgr*p.r1an dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya.
Hallni sesuai dengan tujuan evaluasi LAKIP yaitu untukmemberikan
keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh instansi/unit kerja
telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna
peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi.

Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu
evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya
dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya
teriedia di instansifunit kerja yang dievaluasi, dengan perkataan lain
evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang
diperlukan. Apabiia ha1 ini terjadi, evaluator harus pandai- pandai
*Lrggurrakan waktu agar tidak terfokus pacia satu kegiatan sehingge
kegiatan lain yang diperlukan tidak dapat diiaksanai.an.

b. Pen';rlsunan Draft Laporan Hasil Evaluasi fLHEI
penvusunan draJt LHE diiakukan oleh ketua tim evaluasi.

Sebeium menJrusun <irafi LHE, evaiuator, pengenciaii teknis'
^onaaari^ii a:rt.rr riotr rrprtnnGo-tnc inrqlh a"^;"^-: +^ioh *^--'^+";";
Hvrr6Lrru*. "iii'iLi-i., ui;i ijuiialil*ii-i:iH' jii?i.i:i; -'i::ua*r L.-i*.:; Zjl.-z,J

permasalahan yang diperoleh tirn.

c. Pembana="* .{

b.

c.
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c. Pembahasan dan Reviu Draft LHE
Sebelum Penyusunan draft

antara pihak yarrg terlibat dalam
dievaluasi, dan dalam Pembahasan
bersama-sama.

LHE agar diadakan Pertemuan
tim evaluasi dengan Pihak Yang
draft LHE bisa dilakukan secara

d. Finalisasi LHE
Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan

laporan. Hal ini dilakuka, s.tel"h adanya reviu dari pihak- pihak yang

bJrwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.

e. Penyebaran dan Pengkomunikasian LHE
Penyebaran LH-E sebaiknya dilakukan secara langsung dengan

mengkomunikasikan hal-hal y".rg penting dan mendesak untuk
*"rrl*p"tkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan
pada instansi/unit kerja yang dievaluasi'

3. Pengendalian Evaluasi
Pengendalian Evaluasi dimaksud"kan untuk menjaga agar evaluasi

berjalan iesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses

evaiuasi tetap terarat pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan

target : tepat waktu, 
"eita 

tepat biaya (sesuai dengan alokasi anggaran)'

Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan xfi.ata lain sebagai

berikut:

a. melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi

(misalnya Lirrggrr"rr, dua mingguan, atau bulanan). Kegiatan ini
sangat pentini"ditinjau dari aspek pelaksanaan evaluasi yang akan

memberikan mekanisme reviu atas aktivitas pelaksanaan dan

pengeluaran biaya yang berkaitan; dan
b. melakukan p"it"*.r"i dengan pihak lain yang terlibat dalam

evaluasi (misainya pengend.ali teknis, pengendali mutu, dan penanggung

jawab evaluasi).

BAB III .q.



BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI LAKIP

STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dilaksanakan dengan strategi untuk
peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (sistem AKIP)'

2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip : 
_

a. eartisipasi dan coeualuatiii dengan pihak Y?*g dievaluasi'

Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat

penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi;
b. Proses konsultasi yang terbuka d.an memfokuskan pada pemban-gunan

dan pengembangan s.ita implementasi komponen utama Sistem AKIP'

3. Untuk organisasi Perangkat Daerah Kota yang sudah p-eTah dievaluasi,

langkah p"rt**r yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, adalah mengumpulkan informasi

mengenai berbagai saranatari rekomendasi yang diberikan oleh evaluator

tahun lalu. Hambatan- hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut
hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada

instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

Tahapan pelaksanaan evaluasi LAKIP terdiri dari :

1. Survei Pendahuluan;
2. Evaluasi Atas Penerapan Sistem AKIP; dan
3. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi/unit Kerja

A. SURVEI PENDAHULUAN
1. T\rjuan dan Manfaat Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan
gambaran umum mengenai kegiatan instansi/unit kerja yang akan

dievaluasi.
Tujuan dan manfaat survei pendahuluan antara lain adalah untuk :

a. memberikan pemaharn-an mengenai instansi / unit kerja yang

dievaluasi;
b. memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam

evaluasi; serta
c. merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

2. Jenis Data dan Informasi yang dikumpulkan pada survei pendahuluan

sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa

data/inform"asi yanA diharapkan diperoleh antara lain mengenai :

a. tugas, fungsl, dan kewenangan instansi/unit kerja;
b. p.iatur*r, 

"perundang*ny*rg berkaitan dengan instansi/unit kerja;

c. kegiatan utama instansi/unit kerja;
d. *umber pembiayaan instansi/unit kerja;
e. sistem informasi yang digunakan;
f. keterkaitan instansi/unit keda dengan instansi/unit kerja lainnya; 

-

g. perencanaan strategis, ,"t-"t u. kerja, Serta rencana kerja dan

anggaran yang aimltitci instansi/unil kerja atau instansi/unit kerja

atasannYa;
h. laporan akuntabilitas kinerja instansi/unit kerja;

i. sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
j. laporan keuangan dan pengendalian; serta
k. hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya'

Dalam .{



Dalam tahapan survei pendahuluan para evaluator hendaknya
tidak terjebak pada pengt-lllrpulan data i'ang mendetai!.,- karena pada

dasarnlra =.r.n"i p".rartrrluan dititik beratkan untuk memahami

instansi/unit keiia yang akan dievaluasi secai'a umufil dan hasilnl''a

digunakan sebagai data awai dalam rnerencarrakan alau trieiakukafl

kegialaii cvaiuasi.

3. Teknik Peng'.impulan Da*,a dan Informasi sui:;ei Pendahuluan
pengumpuiari aata <ian iniormasi paria survei penciahuiuan <iapat

dilakukan dengan beberapa cara yaitu melaiui angket {questionairel,
wawancara, ofservasi, stldi <ioi<umentasi, atau kom'ninasi diantara
beberapa cara tersebut.
a. Quistionairegner-upakanJeknik pengumpulan data/informasi dengan

ten5rerahki'n seiangkiian daftar pertan-vaan yang akan diisi oleh

instansi/unit kerja *e"u.t* manciri. bartar pertanyaan yang dia.iukan

dalam angket dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan

terbuka mJupakan bentuk pert'an5raatyang ja'*'abannlra ticak

disediakarr, *iirir.gga responden secarf mandiri mengisi jau'abannya'

Pertanyaan terf;tup merupakan bentuk pertani"aan yang 3a1'abann5''a
teiah ciiseciiakan, sehinggi responden tinggai memiiih jawaban yang

telah disediakan.
Beberapa hai yang ciapat digunakan sebagai pecioman umum

dalam *e*br-,u.t pertanyaan dan pernyataan antara lain adalah

sebagai berikut:
1) Pertanyaan dan pern5rata.an yang

tidak meragukan.
dibuat harus singkat, jelas dan

2) Menghindari pembuatan pertan5raan dan pernyataan
Dalam satu nomor, pertaniraan yffiIg harus dija'*rab,

mengandung satu icie saja.
3) Pertanyaat liu.t r" dapat dSawab oleh responden'
4i Pertanyaan cian pernyataan harus reievanciengan maksuti survei'

b. Wawancara merupakan bentuk pengumpuian <iata cian informasi

yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung

krp.a* responden oleh pewawan cara, dan jawaban yang diterima dari

responden dicatat secara langsung. Dalam hal ini' seorans

pewawancara sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadrn'al dan

catatan mengenai frd-fr* atau materi yang akan ditanyakan' Hal

penting lalnJya yang harus dipersiapkan oleh pelvalrl'ancara adalah

uik"p, - p"rr"*pilln, - dan periiaku yang mengarah untuk dapat

bekerjasama 
-dengan calon respcnden- Untuk itu secrang

pewawan cara hencilknya bersikap netrai cian tidak berusaha untuk
mengarahkan jawaban atau tanggapan responden'

c. Obseruasf adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan

melakukan pengamatan teihadap kegiatan suatu organisasi'
observasi dalam pengertian sempit. yaitu observasi dengan

menggunakan alat inder". D.1"* konteks audit misalnya, kita diminta
untuk menguqjungi pabrik dalam rangka mengamati proses dan

;a1ann5ra kegiatan Produksi'

d. Studi Dalatmentasi merupakan teknik pengumpulan data dan

informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepacia instansilunit
kerja dan brgJnisasi yang dievaluasi. Dokumen yang digunakan dalam

tahapan sutiei dapai berupa catatan, iaporan, maupun informasi lain
yang berkaitan dengan instansi/unit kerja -vang dievaluasi.

ganda.
LLALLJ A

B. E-VALUASI 4.



R. EVAi,iJASi ATAS P}TN}DRAPAN SISTTIM AKIP

Er-r4 lr.1i1 s! Ata s KrtmBon en Akr rn ta iri I i ta s Kineri a

Evaluasi akuntabiliias kinerja iastansi difokuskan pada kriteria-
krir,eria dalam I-embar tsri+,eria E.,,aluasi {LKE) dengan r'etap mennperhatikan

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, maka isu-isu penting
yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebagai

berikut :

a. Kesungguhan instanqipemerintatgfalam menyusun perencanaan kinerja

benar-benar telah beifokus pada hasil'
b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan dlh kinerja'
c. eengunfr<apan informasi pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP.

d. Monitoring du.r"r*luasi kinerja pelaksanaan program, khususnya
program strategis instansi-

e. keterkaitan di"antarq;ieluruh komponen-komponen perencanaan kinerja

d.engan penganggar*il, t 
"ti3aksanaan 

pelaksanaan, dan pengendalian

serta pelaPorannYa.
f. Capailn kinerj autama darilnasing-masi"qri":h1si pemerintah.
g. Tingkat akuntabiiitas kinerja instansi pemerrntah.

Evaluasi Sistem AKIP dilakukan dengan meneliti setiap elemen

dalam Sistem AKIP Yaitu :

1. Rencana strategis;
2. Sistem pengukuran kinerja; dan
3. Penyajian informasi dalam LAKIP.

I. Evaluasi atas Perencanaan Strategis
perencanaan Strategis merupakan proses yang berkelanjutan,

keputusan yang sistematit da.t mengandung resiko, mengorganisir
upaya sistemadk untuk melaksanakan keputusan, dan membandingkan
kiputusan dengan harapan untuk umpan balik. Dengan perencanaan

strategis berarti-organisasi telah mempunyai komitmen dan menyiapkan
diri melakukan pErubahan. Dalam perencanaan strategis, organisasi
telah menentukan apa yang akan dicapai pada masa mendatang dalam

kurun waktu yang telalr ditetapkan secara terencana dan sistematis.
perencanaan strategis beserta dokumen Rencana Strategis harus

dievaluasi untuk mengetahui apa yang harus dicapai organisasi dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi'
Evaluasi yangdilakukan terhadap perencanaan strategis meliprrti

perumusan visi, *i*i, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan

sasaran, serta pemanfaatan rencana strategis'

a. Evaluasi Perumusan Visi
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana organisasi

akan dibawa sehingga dlpat eksis di masa mendatang. Prosel
perumusan visi dilakukan melalui tahapan dari penggalian nilai-nilai
individu, kelompok, dan kemudian organisasi. Proses ini harus

dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan suatu visi organisasi
yang dapat diterima oleh seluruh anggota organisasi {legitimate\ dan

*"mUarrgun komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi untuk
secara bersama-sarna mewujudkannya. Tanpa melalui tahapan yang

demikian. rnaka visi akan menjadi rangkaian kata-kata sakral dan tidak
berguna bagi kemajuan org*rr1*""i. Dengan demii<ian,. YanB terpentlng
aciaiah,,ap#ah visiitu?" iinatfiw uision rsi, akan tctapi "Apakah visi iti-r

rerfungsi?" {what th.e ukion doesl'



b. Evaluasi Perumusan Misi
Misi merupakan serangkaian tugas utama yang harus

terselenggara cien[an baik sebagai langkah pertama cialam mewuiurikan
visi.

c. Evaluasi Perumusan T\rjuan
T\:juan jangka menengah yaog ingin dicapai oleh organisasi bukan

hanya *"r,rp"tai rincian ,i"i dalam kurun waktu tertentu, melainkan

i*g" berbagai faktor organisasional lainnya, seperti peral de"n mandat

iraig diberifan oleh peraturall perundang-undangan yanq berlaku'
Jika dari evaluasi diketahui bahwa faktor-faktor tersebut

mendukung pencapaian visi dan misi organisasi,- maka dapat

disimpulkai bahwa tujuan dapat dipertahankan. Akan tetapi jika
ternyata tujuan tidak akan tercapai maka perlu segera dipertimbangkan
untuk :

1) merekomendasikan perumusan kembali tujuan; dan
2i mengubah keputusan yang menyangkut berbagai faktor tersebut

diatas.

d. Evaluasi Perrrmusan Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran lebih konkrit

atau lebih nyata dari hal:h"i y*.g tertuang dalam tujuan organisasi.

sasaran lebih bersifat kuantitatif atau dapat juga bersifat kualitatif
d.engan didukungoleh indikator kinerja yang tuan-tit-alif Sasaran

dipriaitsi untulidapat dicapai dalam kurun waktu tidak lebih dari satu
ta-hun. Dengan dirumuskannya sasaran, maka organisasi telah dapat

menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam suatu
tahun anggaran.

e. Evaluasi Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Sebelum melakukan evaluasi terhadap cara mencapai tujuan

dan sasafan organisasi yang terdiri dari kebijakan, program, dan

kegiatan, perlu d-iketahui bahwa evaluasi bukan merupakan persoalan

opi"l atau selera, akan tetapi lebih pada persoalan analisis fakta dan

to*tU"b"ngan 
evaluasi akan diperoleh pemahaman mengenai apa dan

mengapa suatu kebijakan, prograln, dan 
. 
kegiatan diadakan serta

bagalmana kontribusinya dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
Evaluasi cara mencapai tujuan dan sasaran termasuk penelitian

dan penilaian terhadap struktur program _dan kegiatan yang nyata

{realistis) dan logis. Kerangka keda logis penjrusunan program

iraruslah diyakinkan bahwa "diatas kertas" sudah baik. sehingga

diharapkan d.alam pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran yang

diinginkan.
Dalam melakukan evaluasi cara mencapai hrjuan dan sasaran,

harus dilakukan analisis logika program. Analisis ini meneliti kelayakan

struktur program yang mencantumkan berbagai kegiatan,- memetakan
hubungan, (meneliii hlerarki) antara kebijakan, program, d11 kegiatan

aenga;hierarki hasil yang ingin dicapai, serta indikator- indikator yang

diperlukan guna mengukur kemajuan dan keberhasilan.
pertama. frarus aiteliti aoakah secara teoritis dapat diterima akal

sehat. Dalam melakukan analisis logika program, evaluator diharapkan
meneliti denganseksama dan mempelajari strategi yang dilakukan
insiansilunii keria rnenurut berbagai -tt?Ii Ya*g sudah 

"C?: t11::::
teori ini pendng af;ar peneEpan suatu lreoijakan, program, daii Kes-aii ii
la-pat drterima secals- u-n*Llm'

.q9rrcuua i{.



Kedua, Evaluator dapat melakukan analisis atas logika hubungan
sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini harus menjadi justifikasi
mengapa suatu kegiatan atau prograrn diberikan prioritas alokasi

pembiayaannYa.
Selain dari sudut pandang teori dan logika, dalam analisis logika

prograln juga perlu diteliti apakah :

i. tahapan, rlrutansuatukigiatanf program dapat diterima secara

logika. Evaluator perlu memperoleh argumentasi mengapa penataan

talapan/urutan tirsebut ditetapkan. .laai kaidah yang lazim seperti

"Jika...maka...(if..,I.heR...)" atau setelah suatu pekerjaan selesai,

harus dilaksanat "ii'T.t "rjaan 
berikutnya'

2. Struktur program ielah selaras, baik antara kegiatan dengan

program, antara program dengan kebijakan, serta antara

keUl.latcan organisasi dengan misi organisasi. Penelitian dan penilaian

keselaras"r, 
-"trrktur program harus berfokus pada konsistensi

dalam menjalankan 
- mGi organisasi dan dilakukan dengan

berpatokan pada pengetahuan, pengalaman empiris,serta kebenaran

normatif Yang dianut masYarakat'
3. Hierarki hasil-yang diharapkan telah selaras, yaitu hasil Ia'g berupa

keluaran harus silaras d"ngan hasil dan manfaat keluafan yang

diinginkan, yang pada gilirannya dapat mencapai tujuan jangka

panjang dan visi organisasi.

f. Evaluasi Pemanfaatan Renstra
Penelaahan atas pemanfaatan Renstra merupakan hal penting

yang harus diperhatikan oleh evaluator. Jika dalam penyusunan Renstra

sudah *.*.t.rhi kaidah-kaidah yang baik, maka tidak hanya proses

perumusannya yang baik, tetapi dokumen -Renstra-nya 
juga akan baik.

sehingga perlu iit"f,ti apakah 
-Renstra 

telah dimanfaatkan dengan baik
oleh unit kerja.

Simpui penting yang menandakan adanya pemanfaatan Renstra

dengan baik adalah iiU ninstra tersebut dijadikan acuan utama dalam

penyusunan rencana kinerja, rencana operasional, dan penganggarall:

I'aitu sebagai berikut :

1. Rencana kinerja yang mengacu pada dan merupakan penjabaran

dari Renstra sangat iermanfaat dalam rangka pemantauan kinerja
organisasi.

2. Perencanaan operasional yang mengacu pada Renstra sangat penting

dan akan memperlihatkan konsistinsi kegiatan instansi/unit kerja

menuju tujuan jangka panjang. Perencanaan operasional ilapat
,dirinci ".-p"i p"it j"ttgt 

" 
penaet seperti bulan demi bulan, minggu

cemi minggu, dan bahkan sampai kegiatan sehari-hari.
3. Penganggaran yang mengacu pada Renstra. dalam hal ini

perencanaan i<inerja. akan sangat el-ektif untuk peiaksanaar:

manajenren kinerja. Jad.i, penganggaran i'ang berbasis kjnerya

merui:akan salah. satu l-tt ".rr yang dipakai sebagai alat da-lam

*rr.r,i.*.r, kinena Merode penga-ngga-ran terseLrr:t akan
j:i,.i-:iiiilEHa,.!!ai--i. kC;seiai'aSan antara Sasafail (termaSUk

t<egiat;/programl jangka pendek <lengan tulr:an iangka menengah

''3a* jar:gk;aPar:;ir-ri:A{::t=ai:1:;a"';:

II. Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem oengukuran icinerja merupakan suatu sistem yang

siklusnya dimulai Jari penetapan indikator kine{a. perencanaan kinerja

{terutama penetapar: tal"eet1.-inerja}. P*:is-r-l.k:'jra:: k!.l:-e:'ja. 'j'a:i e-''ai';+=i

kinerja {,.



kinerja. Sistem ini merupakan inti dari Sistem AKIP, yang bermanfaat

untut mengetahui kinerja organisasi sehingga pimpinan organisasi

dapat mengendalikan organisasi.
Inti ?ari p.ngukuru.n kinerja adalah membandingkan antara

capaian kinerja'yaig diukur dengan indikator kinerja atau ukuran
kinerja sebagai aiat ukurnya. Dengan pengUkuran kinerja yang cermat

dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka pimpinan

instansi/unit kerja daPat :

1. mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan;
2. mengetahui posisi dan arah kinerja organisasi yang tepat;
3. belaiar dari keberhasilan atau borekJi kegagalan serta memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi; ;"'-'

4. mpmberikan penghargaan atau hukuman secara objektif dan

proporsional.

Evaluasi yang dilakukan terhadap sistem pengukuran kinerja
meliputi evalua'si It " indikator kinerja, perencanaan kinerja, cara

p.nj-,rt ,rran kinerja, dan reviu atas hasil evaluasi instansi/unit kerja.

a. Evaluasi Atas Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk

menilai dan melihat ierkembangan kinerja yang dicapai. selama ini atau

dalam jangka waktu iertentu. Pengukuran kingrja organisasi merupakan
jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu

instansi/unit keda. Keberhasilan pengukuran kinerja suatu

instansi/uni!$erja sangat ditentukan olehketep.atan indikator kinerja
yang aigunaiianl sehirigga evaluasi atas''f<ewajaran dan kebenaran dari

indikator kinerja sangat diperlukan.

Tfrjuan evaluasi :

Tujuan evaluasi atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menilai bahwa indikator kinerja :

a) Ditetapkan untuk masing-rnasing unsur yang diukur, seperti
pencapaian tujuan atau sasaran, pelaksanaan program dan

icegiatln, serta"pada tingkat unit-unit organisasi dan organisasi
secara keselurtrhan.

b) Dapat menunjukan adanya suatu efisiensi dalam menggunakan

sumber daYa;
c) Menyangkut hal yang pokok, vital, penting, dan menjadi
' prioiitaJaimitk n dengan tujuan organisasi;

d) Ivlerupakan hasil dan manfaat keluaran atau paling tidak
- 
keluaran dari aktivitas organisasi; dan

e) Memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik'

2. Memberikan rekomendasi perbaikan atas indikator kinerja'

b. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja
Tujuan evaluasi Atas Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. menilai bahwa rencana kinerja digunakan sebagai wahana

untuk monitoring dan persiapan yang matang dalam mengelola

sumber daya dan meningkatlan kinerja instansi; dan
2. memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas

perencanaan kinerja.

c. Evaluasi {.



c. Evaiuasi Atas C'ara Pengukuran Kine{a
Tr-:iuai: e-raiuasi aiai cara peng;kur#B kinerja :

i. n:eniiai kewaia1an <iarr ketepatan per:iiaian kineda organisasi;

2. meniiai kearicialan sistem infoi"rrrasi yailg digunakan untuk
pengl]mpularr elaia kirrerja urgarrisasi; darr

3. nne#berikanrekomendas.--$rerbaikanatas,gara peng;kuran kineqj a'

cl. Revir:- Atas Hasil Evahrasi Kerja

Reviu atas hasil evaluasi kerja dapat diiakukan oleh evaluator

eksternai. untuk iujuan efisiensi, penguiangan evaiuasi terhadap hai
yang sama sebaiicnyl dihinciarkan. Diiakukan oieh evaiuator eksternai.
-Utttort 

tujuan efisiensi, pengulangan evaluasi terhadap hal yang salna

sebaiknya dihindarkan.
Evaluator eksternal dapat rnenggunakan hasil evaLuasi dari

instansilunit kerja yang dLvaiuasi 
- dengan meneiiti metotioiogi,

ca kupan / lin gkup, 
-.1o.- 

peigrrn gk apan ha sil eval:-a si, serta memherikan

penjelasan secukupnya.

III. Evaluasi Atas Penyqjian Informasi dalam LAKIP

Evaluasi atas penyajian informasi daiam LAKIP dapat dilakukan

dengan menelaah A[tumin LAKIP dan menggali informasi mengenai

penggunaan informasi daiam LAKIP. Evaluasi ini menitik beratkan pada

format penyajian laporan dan isi informasi yang dilaporkan dalam LAKIP'
pe"Vi;i". iniormasi dalam LAKIP yang baik adalah bahwa

LAKIP uerisi pertanggungjawaba:r pimpinan insta:rsi/r-rnit kerja- ya,|!g

dapat *.rrgg**barliin Einerja yang sebenarnya secara jelas dan

transparan,-"se"uai dengan 
-prinsip penyusunan laporan, relevan,

konsisten, akurat, objektif, dan wajar'

Tujuan evaluasi :

a. menilai penyajian d.an pengungkapan informasi dalam LAKIP;

b. menilai isi informasi dalam LAKIP;
c.menilaipenggunaaninformasidalamLAKIP;dan
d. memberikan rekomendasi perbaikan'

C. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI/UNIT

Evaluasi kinerja instansi/unit kerja merupakan lagian dari evaiuasi

LAKIp yang dilakukan secara lebih mendalam, karena isi substansi dalam

LAKIP, terutama mengenai capaian kinerja instansi/unit kerja, dievaiuasi

lebih seksama. oleh karena lAxrp berisi berbagai kebijakan, program,. d.l
kegiatan instansi/unit kerja, maka evaluasi terhadap kinerja/instansi/unit
tefia dilakukan secara uji-petik (sampting)dan bukan evaluasi atas seluruh

(keseluruhan populasi)- Lebdakan,- piogram, dan kegiatan instansi'
pendekatan, *eiode, dan ieknik V""g digunakan . 

dalam evaluasi

program/kegiatan instansi/unit kerja sangat bervariasi dan tergantung
pada tujuari evaluasi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan

kendala yang ada.
Evalua"si kinerja instansi/unit kerja bertujuan untuk meneliti dan

menilai capaian kinerja instansi/unit kerja (melalui pelaksanaan kebijakan,

program, d*r, kegialan serta 
' 

pencapaian tujuan dan sasaran)' Jika
pelaksanaan kebijakan *".,"*p*i keberhasilan, maka langkah selanjutnya

adalah mereviu dan menilai apakah misi instansi/unit kerja juga

menunjukkan keberhasilan (miss ion occomplishment\ "

Mengingat {,



Mengingat kendala dan keterbatasan sumber daya yang ada, evaluasi

terhadap 
'i..6i3"k.n, program, dan kegiatan instansi/unit kerja hams

dilakukan dengan *.rggut akan pemilihan uji petik (samplel yang sesuai

J.rrg"r, kondiJi tersebut. Untuh dapat menjawab pertanyaan evaluasi

tertentu, pata evaluator dapat menggunakan uji petik dengan tujuan

tertentu $rurposiue samPling\.
f"it "",g't.rntabiiitas 

kinerja instansi dilakukan dengan

menggunakan-teknik "CHITERIA REFERRENCED SURWY yaitu menilai

".".If bertahap langkah demi langkah (step bg step assessmenf) setiap

komponen darr menilai secara kesiluruhan {ouerall assessment) d'engan

kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan

sebelumnya. Penentuan kriteiia evaluasi seperti tertuang dalam Lembar

Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

a. kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut
ped.oman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP);
b. kebenarar, ,ror*u.iif yang bersumber pada modul-modul atau buku-

buku petunjuk Sistem AKIP;
c. kebenaran normatif yang b-e:sumber pada best practice berbagai

praktek manajemen 
- 
strat"jitf, manajemen kinerja, dan Sistem

Akuntabilitas Yang baik; dan
d. dalam menilai "plk*f, 

suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria,
harus didasarkan pada fakta objektif dan professional iudgement dari
para evaluator dan supervisoglekerjaan evaluasi LAKIP.

L. Evaluasi Kegiatan
pada dasarnya pelaksanaan evaluasi kinerja instansi/unit tcerjl

dapatdilakukandengan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Evaluasi ini
diharapkan dapat metgungkap proses dan hasil/produk/jasa atas

kegiatan yang dievaluasi JecJa 3L1as (seruice effort and acSomplbhmentl '- Pelak"rn*r.n evaluasi meliputi tahapan sebagai berikut :

a. survei pendahuluan, untuk mengumpulkan data Llmum dan latar
belakang mengapa suatu kegiatan dilakukan;

b. memilih metodei teknik evaluasi dan mengembangkan model;

c. mengumPulkan data;
d. analisis dan interprestasi data; dan
e. membuat simpulan dan rekomendasi'

T\.ljuan evaluasi :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP;

b. Meniiai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan dalam

LAKIP;
d. melihat kesesuaian realisasi capaian kinerjakegiatan dengan program

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis; dan

e. rnernberikan-rekornendasi p*iU*ik"t untuk peningkatan kinerja dan

penguatan akuntabilitas instansi pemerintah'

Semua teknik evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat

efektivitas pencapaian sasaran tahunan yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu aapat diperoleh informasi yang komprehensif mengenai

capaian ***u.r"ri dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi

organisasi. Pembandingan (benchmait i"A bertujuan untu]r mengetahui

kinerja organisasi dengan best practice organisasi lain dalam mencapai

tujuan organisasinyal Sedanglan analisis trend bertuiuan untuk
mingetahui k."."uaian antar capaian suatu tahun riengan capaiar;

rahr-rn-tahr-r-n {



tahun-tahun sebelumnYa
terpisahkan.

secara keseluruhan sebagai bagian yang tidak

2. Evaluasi Program
program merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas or8anisasi untuk

mencapai-tujuan strategis organisasi. Prgefam d1b"q -menjadi 
sub-

p.ogrt* dan kegiatan-klgiatan. Susunan hirarkis dari bagian-bagian

tersebut disebut struktur program.
Suatuprogramterdiridaribeberapaunsuryaitu:

a. tujuan {objJctiuel dalam arti hasil dan manfaat keluaran yang

dikehendaki dikaitkan dengan identifikasi kebutuha n (needsl ;

b. sumber daYa;
c. strategi, aktivitas, dan Proses;
d. pengelolaan dan akuntabilitas; dan
e. informasi kinerja.

Evaluasi program merupakan bagian dari evaluasi substansi isi

LAKIP yang "ra.n mengarah pada evaluasi yang bersifat makro serta

*"rr".1i.rp berbagai varia-bel dan berbagafbidang. Evaluasi kegiatan lebih

bersifat mikro dair terbatas pada hal-hal itttg operasional.
Dalam menJrusun deslin evaluasi harus diperhatikan 3 (tiga) unsur

penting yaitu :

a. jenis inforrnasi yang dibutuhkan;
b. Jenis pembanding yang digunakan; dan
c. Lt ut.tt dan komposisi sampel yang digunakan'

Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan adalah :

1. Informasi Yang Bersifat Deskriptif
InformaJi yang bersifat deskriptif adalah informasi mengenai

segala hal yang ierjati dalam pelaksanaan program. Informasi tersebut

dalat diperolet dari 3awaban pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagi

berikut :

a. Bagaimana Program dikelola;
b. Ke[iatan *p" 

".3" 
yang dilakukan sebagai bagian dari program;

c. na[aiman" *ery"leksi klien untuk ikut serta dalam program; n'1-

d. Beiapa banyak klien yang dilayani oleh program;

2. Informasi yang bersifat pertimbangan/penilaian profesional

{p r ofe s sional iudg me ntl
Informisi " yang bersifat pertimbangan profesional adalah

informasi yang uitt"* lain dapat menjelaskan mengenai bagaimana

pelaksanaan Program:
a. dikaitkan dengan standarnYa;
b. dibandingkan dengan tujuan program;
c. dibandingt att dengan kinerja tahun sebelumnya;
d. dibandingkan dengan targetnya; dan
e. dibandingkan dengan kompetitornya'

pada dasarnya penggunaan data hasil pertimbangan profesional

$udgment d.atal diiakukan untuk mengukur apakah suatu program

telah dilaksanakan dengan cara yang dikehendaki {intended manner)'

Sedangkan sistem moniioring terhadap hasil dan manfaat keluaran
biasanya digunakan sebagai dasar untuk membuat pertimbangan

mengenai kinerja suatu Program'

3. Informasi {.



3. Informasi Yang Bersifat Interpretasi ( caus al-effe ct interpret-atiJ)

Informasi yang bersifat interpretatif adalah informasi yang

menjawab apatatr manfaat keluaran yang dicapailtimbul dapat

diatributkan kepada program yang bersangkutan melalui interpretasi
informasi sebab akibat.

Trrjuan evaluasi, antara lain :

a. Menilai efisiensi kinerja pelakqanaan program yang meliputi
masukan, proses, keluaran, adakalhya termasuk manfaat keluaran
pada tingkat yang paling rendah (low-leuel outcomel. Untuk suatu
program yang bersifat banyak tingkat (mu.lti-leuelstrateggl, YaoS-aia***nya 1erfibat lebih dari satu instansi/unit kerja dalam

mencapai t ri.rr' prograrn, evaluasi program sanqat bermanfaat

dalam mendukung iinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan
program;

b. Menilai apakah pelaksanaan suatu program telah mencapai/
menghasiltan dampak {midte-teuel s.d. high- leuel outcamel sesuai

dengan tujuan Yang dikehendaki;
c. ivtemUeritln f"ft"r, bag,iBimpinan instansilunit kerja dalam

menyajikan akuntabilitas; dan
d. Membirikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atau

pengembangan pelaksanaan suatu program'

Perbedaan tujuan evaluasi tersebut akan membawa pengaruh

kepada strategi, desain, serta waktu pelaksanaan evaluasi.

Tahapan Evaluasi :

1. Evaluasi program yang dilakukan sebagai riset terapan :

a. Analisis logika Program.
b. Pen5rusunan kerangka acuan (TOR)'

c. Desain evaluasi.
d. Pengembangan formula atau model analisis'
e. PengumPulan data dan analisis'
f. Pelaporan.

2. Evaluasi program yang dilakukan secara praktis :

a. Reviu sistem.
b. Analisis logika Program.
c. Reviu pencapaiani"saran dan reviu indikator kinerja.
d. Pengecekan hasil secara uji petik'
e. Pelaporan.

Evaluasi program dapat didesain dengan prioritas untuk meneliti:

a. efektivitasProgram.
b. efisiensi Program; dan
c. kelayakan Program.

Evaluasi efektivitas suatu program terutama dimaksudkan
untuk :

a, mengukur hasil dan manfaat keluarall;
b. menlecek kembali faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hasil

pengeluaran; dan
c. memberikan interpretasi hubungan sebabtakibat mengenai sejauh

mana suatu program memberikan kontribusi kepada hasil keluaran.

Evaluasi efektivitas memfokuskan pada penilaian terhadap

masalah akuntabilitas dari suatu program pada akhir suatu

pelaksanaan il,



pelaksanaan program (summatiue eualuation). Namun evaluasi
efektivitas dapat pula digunakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan
program.

Evaluasi efektivitas sangat bermanfaat dalam memberikan
informasi yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil
dan pertanyaan-pertanyaan seperti :

a. Apakah suatu program telah mencapai tujuan?
b. Faktor-faktor apakah yang kritikal terhadap keberhasilan

pencapaian hasil keluaran dari program?
c. Perlukah suatu program dilakukan modifikasi guna menghasilkan

manfaat yang baik?
d. Perlukah suatu program diserahkan kepada pihak }uarllain

(contraeted-outl agar secara biaya lebih efektif (cost- effectiuel?

Ditinjau dari kuat lemahnya hubungan sebab-akibat yang ada,
secara garis besar terdapat 3 (tiga) desain evaluasi efektivitas yang
dapat digunakan, yaitu:
a. desain eksperimental (melalui eksperimen langsung);
b. desain kuasi-eksperimental (melalui eksperimen semu); dan
c. desain non-eksperimental {tidak melalui eksperimen}.

Evaluasi efektivitas semakin ideal apabila menggunakan jenis
desain yang menitikberatkan pada pengambilan kesimpulan
berdasarkan kajian hubungan sebab-akibat yang paling jelas/kuat,
yaitu melalui eksperimen langsung. Namun, optimalisasi pemilihan ini
dipengaruhi oleh pertimbangan kemanfaatan, fisibilitas, serta
pertimbangan etika dan keadilan sosial.

Dalam evaluasi LAKIP, desain evaluasi terhadap efektivitas,
program/ kegiatan yang paling mungkin dan murah untuk dilakukan
adalah dengan desain non-eksperimental. Sedangkan para pelaksana
program diharapkan dapat memakai desain lainnya yang dianggap
dapat memenuhi kebutuhan pimpinan instansi.

3. Evaluasi Kebijakan
Kebijakan dapatdidefinisikan sebagai keputusan suatu organisasi

(publik atau bisnis) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau
untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berisi ketentuan-ketentuan
yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam :

a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, baik yang harus dilakukan oleh
kelompok sasaran maupun organisasi pelaksana kebijakan; dan

b. Penerapan dari suatu kebijakan yang teiah ditetapkan, baik dalam
hubungannya dengan pembuat kebijakan maupun sasaran kebi_iakan.

Tujuan evaiuasi .

a. Menilai penerapan kebijakan; dan
b. Membuat rekomendasi untuk perbaikan instrumen, desain, dan

penerapan program yang
keseluruhan.

konsisten dengan tujuan secara

Agar simpulan hasil evaluasi tersebut lebih efektif untuk
memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja
instansi/unit kerja yang dievaluasi, maka juga perlu dilakukan reviu dan
analisis secara komprehensif terhadap faktor-faktor yang sangat
mempengaruhi kapasitas organisasi, akuntabilitas, dan capaian kinerja
instansi pernerintah/unit kerja terutama yaitu :

1. Ketetap"" .T



1. Ketepatan tujuan, sasaran dan strategiyangtelah ditetapkan.
2- Penataan organisasi, pembagian tugas, fungsi, ,i"*"rr"rrg, dan

tanggung jawab setiap unit kerja.
3. Ketepatan penempatan personil dalam pelaksanaan tugas/jabatan

berdasarkan kompetensinya.
Ketepatan efisiensi dan efektivitas mekanisme dan prosedur kerja.
Ketepatan dalam pemilihan metode kerja.
Pemanfaatan gedung kantor, perlengkapan/peralatan, termasuk
jaringan informasi.

7. Pengelolaan sumber dana yang tersedia dan pemanfaatan faktor-faktor
potensial lainnya.

4. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan dilaksanakan

untuk diarahkan pada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber dana keuangan (anggaran). Analisis yang
mengungkapkan pendanaan setiap program dan kegiatan, hasil yang
dicapai, dan biaya per unit hasil yang dicapai sangat membantu analisis
efisiensi.

KERTAS KERJA EVALUASI
Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu

dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri
kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dansetiap penggunaan
teknik evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Bvaluasi
(KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap ielevan dan
P..t"tfi untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta
ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan,
pembandingan, pengukuran, dan penjrusunan argumentasi), sampai pada
simpulannya.

PEi{YIMPULAN DAN PERUMUSAN REKOMENDASI
Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil

penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah (Organisasi Perangkat Kota)
dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, evaluasi kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian
kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam
Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Titik berat evaluasi LAKIP dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu:
1. Evaluasi atas penerapan sistem AKIP; dan
2. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi/unit kerja.

Simpulan evaluasi hendaknya :

t. Menginformasikan secara fair dan seimbang hasil evaluasi terhadap
LAKIP yang telah dikemukakan instansi;

2. Mengarah pada pemberian pernyataan mengenai apa yang telah
dilakukan evaluator untuk mencapai tujuan evaluasi LAKIP (statement of
position); dan

3. Memberikan saran atau perbaikan yang potensial bagl peningkatan
kinerja instansi/unit kerja di masa mendatang. Rekomendasi yang
diberikan hendaknya disesuaikan dengan permasalahan yang muncul
dan dihadapi oleh instansi/unit kerja bersangkutan yang bermanfaat
bagi peningkatan akuntabilitas kineda.

4.
5.
6.

D.

E.

PELAPORAN :+.



PELAPORAN HASIL EVALUASI

Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasit
Evaluasi (LHE) yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan
fakta serta analisis yang didokumentasikan d.alam Klrtas Kerja Evaluasi.

Pelaporan hasil evaluasi terhadap suatu LAKIP dituangkan dalam
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP. LHE ini secara garis besar menyajikan
informasi pelaksanaan penerapan Sistem AKIP atal kinerja instansiiunit
keq'a yang dievaluasi.

LHE atas LAKIP yang sudah pernah dievaluasi menyajikan pula
informasi mengenai tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnyi, sehingga
dapat diperoleh data yang dapat diperbandingkan, dan dapat mengetahui
perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas penerapan Sistem AKIp atau
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-
hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagr perbaikan manajemen
kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi
(tentatiue ftndingl dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas
dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yanA dievaluasi untuk
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-
kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara rain :

a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat
yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi
disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil
penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.

LHE dapat juga berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian
yang panjang {long-form).

Secara garis besar, bentuk LHE atas LAKIP adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi
b. Latar Beiakang
c. T\rjuan Evaluasi
d. Ruang Lingkup Evaluasi
e. Metodologi Evaluasi
f. Gambaran Umum Evaluatan
g. Gambaran Umum Penerapan Sistem AKIP
h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun

sebelumnya dievaluasi)

Bab II : Hasil Evaluasi

a. Evaluasi atas Penerapan Sistem AKIP
- Evaluasi atas Perencanaan Strategis dan
- Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja
- Evaluasi atas Isi Informasi LAKIP

Sebelumnya fiika periode

Rencana Kinerja Tahunan

b. Evaluasi {.



b. Evaluasi atas Kinerja Instansi
- Lingkup Evaluasi Kinerja
- Uraian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi
- Simpulan atas Evaluasi Kinerja

BAB IV
PENUTUP

Evaluasi LAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintah
yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen
pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
Pedoman Umum Evaluasi LAKIP yang disusun sebagai acuan dalam
melaksanakan evaluasi LAKIP memerlukan inovasi dan pengembangan seiring
dengan perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan.

Dengan demikian, diharapkan para evaluator dapat lebih meningkatkan
keahlian profesionalnya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berarti
untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat
penting dan harus dilaksanakan oleh evaluator secara profesional dan penuh
tanggung jawab sehingga diharapkan dapat memberikan stimulasi bagi para
pejabat instansi pemerintah untuk terus berusaha menyempurnakan praktik-
praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip
good gouernance dan fungsi-fungsi manajemen yang berbasis kinerja secara taat
asas dan berkelanjutan.
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